BAB IV

ANALISIS

A. Praktek Pernikahan Cacat Mental di Pusat Rehabilitas Yayasan

Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang

Istilah "anak yang cacat mental" dalam beberapaeasi disebut pula
dengan anak berkelainan mental subnormal, terbedakaental, lemah
ingatan,febleminded tunagrahita. Semua makna dari istilah tersebotasa
yakni menunjuk kepada seseorang yang memiliki kissam mental di bawah
normal. Batasan tentang anak cacat mental atagriamga, para ahli dalam
beberapa referensi mendefinisikan secara berbedebedaan pemilikan
tersebut terkait erat dengan tujuan dan kepentmgarDari berbagai variasi
tilikan tersebut muncul berbagai definisi tentangalka tunagrahita, tetapi
secara substansial tidak mengurangi makna pengetiak tunagrahita itu
sendiri, meskipun dalam tilikan mereka menggunagandekatan berbeda.
Seseorang dikategorikan cacat mental atau tunagyajika ia memiliki
tingkat kecerdasan yang sedemikian rendahnya (gdatvanormal), sehingga
untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan bant@tau layanan
secara spesifik, termasuk dalam program pendidifahn

Penafsiran yang salah seringkali terjadi di madgrawam bahwa
keadaan cacat mental atau tunagrahita dianggaprtisequatu penyakit

sehingga dengan memasukkan ke lembaga pendidi&arpatawatan khusus,

"Mohammad Efendi,Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainaiakarta: Bumi
Aksara, 2005, him. 88
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anak diharapkan dapat normal kembali. Penafsinaelat sama sekali tidak
benar sebab anak tunagrahita dalam jenjang marsgua sekali tidak ada
hubungannya dengan penyakit atau sama dengan peny&@kena itu
wajarlah jika anak cacat mental pun memiliki kelatu yang sama dengan
orang pada umumnya termasuk kebutuhan untuk memkéurunan,
mendapatkan cinta kasih, saling mencintai dan balsikenpai pada jenjang
pernikahan.

Berdasarkan hal itu, fenomena yang terjadi di Pu®ahabilitasi
Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang atiiddpat beberapa
praktek pernikahan yang dilakukan oleh penderitatcemental (tunagrahita).
Tidak heran bila kemudian adanya fenomena perkawenatara pria dan
wanita cacat mental dengan menempuh cara yang dangan orang pada
umumnya. Suatu hal yang mengagetkan, ternyata datakiek kehidupan
rumah tangganya, mereka bisa mendapatkan keturyaag normal, dan
suami istri cacat mental itu bisa hidup rukun bahKzhagia. Hal ini
dibuktikan dari penuturan beberapa responden sgbaga telah
dikemukakan dalam skripsi ini yang pada intinyaekarmenyatakan sebagai
berikut:

Yah, yang namanya sudah suami istri pasti sajapatientangan,
yah yang satu ya harus mengalah. Kalau dua-duagyarmenang
ya tidak bisa ada titik temu. Kami menikah sepestaknya orang
pada umunya, ya pakai ijab gqabul, ada saksi, adigjwga pakai

mahar.

Kami menikah mengikuti aturan agama juga undangngd
Persyaratan administratif juga dipenuhi. Kami juganusia biasa
membutuhkan satu sama lain. Ya, ingin memiliki ketan dan

ini ternyata sudah punya anak. Ya perkawinan diakusecara
sederhana tapi kami mentaati apa yang menjadiratura
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Perkawinan dimulai dari nol, ya tidak punya apa;&@sarnya ya
hanya pakaian yang melekat. Tapi kami menabundisetémi
sedikit dan berhemat akhirnya punya rumah sendimi tdbungan
walau tidak seberapa, kami bersyukur dapat menikkeidupan
dan merasakan suka duka dalam hidup sebuah rumaigata
Perkawinan dilakukan sesuai dengan tata aturan agagg
hukum negara.
Keterangan para pasangan suami istri yang cacathsabagaimana
di atas, menunjukkan bahwa dilihat dari aspek kdman biologis, ternyata
mereka mampu yaitu suami mampu memberi nafkah jaba nafkah batin,
demikian pula istri mampu melaksanakan kewajibanmeayani suami
dengan baik. Ditinjau dari aspek pernikahan, temnyaereka dapat hidup
harmonis dan bahagia serta dapat menikmati arti rdakna kehidupan.
Ditinjau dari pekerjaannya, ternyata mereka jugampua berkarya dan
berprestasi
B. Analisiskajian Hukum Islam terhadap pernikahan cacat mental di Pusat
Rehabilitas Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang
Pernikahan merupakan kebutuhan fitri setiap manugang
memberikan banyak hasil yang pentin@ernikahan amat penting dalam
kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompokngdde jalan
pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan peuvampterjadi secara
terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhlul berkehormatan.

Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suakanai, tenteram, dan

rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anakkesm dari hasil pernikahan

2 Hasil Wawancara dengan Mr. MD dan Mis. NC di YPpala tanggal 18 Juli 2009.
%lbrahim Amini, Principles of Marriage Family Ethi¢sTerj. Alwiyah Abdurrahman,
"Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri", Bangj: al-Bayan, 1999, him. 17.
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yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekalijwesupakan
kelangsungan hidup manusia secara bersih dan lwerketan’

Dalam pasal 1 Bab | Undang-Undang Perkawinan Noindrahun
1974 tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; "Perkawiakam ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sehsgai steri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiakdkal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa'Dalam Pasal 2 KHI, perkawinan menurut
hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yangaangat ataumiitsaagan
ghalizhanuntuk menaati perintah Allah dan melaksanakannyaupagan
ibadah’®

As Shan’ani dalam kitabnya memaparkan balamanikah menurut
pengertian bahasa ialah penggabungan dan salingaso&kan serta
percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertianr§péubuhan” dan “akad”.
Ada orang yang mengatakan “nikah” ini kata majan dagkapan secara
umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yangatakan bahwa
“nikah” adalah pengertian hakekat bagi keduanyan dalah yang
dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa kétah” itu musytarak
bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakamdalead. Ada pula yang
mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandunggrgan hakekat yang

bersifat syari. Tidak dimaksudkan kata nikah italain al-Qur'an kecuali

“Ahmad Azhar BasyirHukum Pernikahan IslapYogyakarta: Ull Press, 2004, him. 1.

*Muhammad Amin SumaHukum Keluarga Islam di Dunia Islandakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 203.

®Saekan dan Erniati Effendsejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indianes
Surabaya: Arkola, 1977, him. 76.
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dalam hal akad.

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redglsberbeda akan
tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat pligkan perkawinan ialah
suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hapukglamin antara laki-
laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagihidup
berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serthkaayang dengan cara

yang diridhai Allah SWT. Dalam konteks ini Rasudllbersabda:
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari AburBak Nafi' al-'Abdiy
dari Bahz dari Hammad bin Salamah dari Tsabit damias;
sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi S.A.Yénpekepada
isteri-isteri Nabi S.A.W. mengenai yang dilakukaeliftu secara
diam-diam. Di antara mereka ada yang mengatakanadra tidak
menikah dengan wanita. Ada yang mengatakan bahevaidkk
pernah makan daging. Dan ada pula yang mengatakianabdia
tidak pernah tidur dengan memakai alas. Mendenghitin, Nabi
S.A.W. memuji kepada Allah. Dan selanjutnya bella@rsabda:
"Apa sih maunya orang-orang itu dengan ucapannydi? ta
Sesungguhnya aku disamping sembahyang juga tidwardping
berpuasa juga berbuka. Dan aku juga menikah demgamta.
Barangsiapa yang tidak suka akan sunnahku, makabukan
termasuk golonganku” (HR. Muslim).

'Sayyid al-lman Muhammad ibn Ismail as-San’arBubul al-Salam Sarh Bulugh al-
Maram Min Jami Adillati al-Ahkam]uz 3, Kairo: Dar Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960m. 350.

8Al-lmam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyaian-Naisaburi,Sahth Muslim
Juz. 2, Mesir: Tijariah Kubra, tth, him. 129.
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Pernikahan tidaklah sekedar alat penghalalan harungeksual
semata, hamun juga berorientasi pada pembentultaarga dan pemenuhan
kewajiban yang melekat sebagai konsekuensi akddh Satu konsekuensi
kewajiban tersebut adalah kewajiban untuk memelihanendidik, baik
mental maupun spiritual, dan mengasuh anak. Dalamgflasi Hukum Islam
pasal 77 ayat 3 disebutkan:

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dammeléara
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmalnani
maupun kecerdasannya dan pendidikan agantanya.

Dalam kaidah hukum taklifi disebutkan bahwahkum fihberarti

"perbuatan orangnukallaf sebagai tempat menghubungkan hukum syara™.

Misalnya, dalam ayat 1 Surat al-Maidah Allah benfn:

PERCRNIREL NS SO I I PR 11 T 3 R PR NP
(L sty d a2 ) s e 4 2 2Kk

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuihildtadzakad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang naka
dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) denganktida
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan
haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum
menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah/3%1).

Yang menjadi objek perintah dalam ayat tersebutahdperbuatan
orang mukallaf yaitu perbuatan menyempurnakan janji yang diwajibk
dengan ayat tersebut.

Syarat-syaratMahkum fih bahwa ada beberapa persyaratan bagi

°Abdul Ghani Abdullah,Pengantar Kompilasi Kompilasi Hukum Islam dalam arat
Hukum Indonesialakarta: Gema Insani Press, 1994, him 100.

Yyayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir ak@u-Qur'an dan Terjemahnya
Departemen Agama RI, 1986, him. 156.
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sahnya suatu perbuatan hukum:

a. Perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rileti orangmukallaf
sehingga dengan demikian suatu perintah, misaldgpat dilaksanakan
secara lengkap seperti yang dikehendaki oleh Adtalh Rasul-Nya. Oleh
karena itu, seperti dikemukakan Abd al-Wahhab ldiakhyat-ayat Al-
Qur'an yang diturunkan secara global, baru wajékdanakan setelah ada
penjelasan dari Rasul-Nya. Misalnya, ayat Al-Quyamg mewajibkan
shalat secara global tanpa merinci syarat dan nyanbaru wajib
dilaksanakan setelah ada penjelasan secara ringi Rasulullah.
Demikian pula ayat yang memerintahkan untuk melsddsan haji, puasa,
dan zakat.

b. Diketahui secara pasti oleh oramgikallafbahwa perintah itu datang dari
pihak yang berwenang membuat perintah yang daldimiredalah Allah
dan Rasul-Nya. ltulah sebabnya maka setiap upayearnepemecahan
hukum, yang paling pertama dilakukan adalah pendzahaentang
validitas suatu dalil sebagai sumber hukum.

c. Perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruséhpa perbuatan
yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukiau
meninggalkannya. Hal itu disebabkan karena tujuam suatu perintah
atau larangan adalah untuk ditaati. Oleh sebabtidak mungkin ada
dalam Al-Qur'an dan Sunnah sebuah perintah yangaimusenurut akal
untuk dilakukan oleh manusia. Misalnya perintahulinterbang tanpa

memakai alat.
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Adapun mahkum ‘'alaihberarti "orangmukallaf (orang yang layak
dibebani hukumtaklifi)*. Seseorang baru dianggap layak dibebani hukum
taklifi bilamana pada dirinya terdapat beberapa persyarata
1. Mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara mandiau dengan

bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkannyatuk
mengamalkan isi dari ayat atau hadis Rasulullahanfd kemampuan
memahami hukumaklifi itu disebabkan seseorang itu mempunyai akal
yang sempurna. Bilamana diukur dengan pertumbuisdqg batas baligh
berakal bagi wanita dengan mulainya menstruasibdgn laki-laki mimpi
pertama bersenggama. Namun jika sampai umur lirtees behun wanita
tidak juga haid dan laki-laki tidak mimpi, maka untima belas tahun itu
dijadikan batas umur minimal baligh berakal.

2. Mempunyai ahliyat al-ada, yaitu kecakapan untuk bertindak secara
hukum atau memikul beban taklif. Dengan adanya kaggan seperti itu
seseorang disebuhukallaf, artinya segala perbuatannya diperhitungkan
oleh hukum Islam, dan ia diperingatkan untuk medakkan segala
perintah dan menjauhi larangan. Kecakapan separtbaru dimiliki
seseorang secara sempurna bilamana ia baligh betakabebas dari
segala hal yang menjadi penghalang bagi kecakapaebut, seperti
dalam keadaan gila, tidur, lupa, terpaksa, danléamlagi yang secara
panjang lebar dijelaskan dalam buku-bukshul Figh Khusus mengenai
harta, kewenangan seseorang baru dianggap samgingasudah baligh

berakal juga setelah ada kecerdasan vyaitu kemampuatuk
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mengendalikan hartanya. Seseorang yang telah menoapur baligh
berakal, tetapi tidak mampu mengendalikan hartasgaertimubazit

tidak dianggap cakap mengendalikan hartanya, dah kérena itu ia
perlu dibimbing oleh penanggung jawabnya.

Dalam konsemhliyah ini dikenal dua istilah yaitu pertamahliyah
wujub, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban, dam@mdapat
kepantasan bagi semua manusia dengan dasar keemamusian kedua,
ahliyatul ada’ (kemampuan berbuat), yaitu kepantasan seseoratuk un
dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya.

Dengan melihat faktorahliah al-ada’ di atas, maka penderita
keterbelakangan mental tentunya tidak dapat meaepembebanan hukum
taklifi. Hal ini dikarenakan dirinya tidak mempuny@pantasan untuk disebut
sebagamahkum ‘alaih(orang yang terkena pembebanan hukum).

Nabi Muhammad SAW bersabda:

o B e e 22 05l e el e o 22 Sl s
55 ks g g0 e o8 el g 06 dlog e
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Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Affemi Hammad
dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah dari Nabavi
bersabda: hukum itu tidak bisa dibebankan kepagda ti
orang, yaitu: 1). Orang tidur sehingga ia bangunAzjak
kecil sehingga ia dewasa, dan 3). Orang gila sehing
sadar. (HR. Ahmad).

YAl-iImam Abu Abdillah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Haml#sy-Syaibani al-Marwazi,
hadis No. 1805 dalam CD progravtausu‘ah Hadis al-Syarifl991-1997, VCR Il, Global Islamic
Software Company).
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Lebih lanjutan Mukhtar Yahya menuliskan bahwa tpaddiga jenis
perbuatan yang harus dipandang dalam menentukanatah tidaknya
tindakan yang dilakukan olehumayyizyaitu:

a. Dalam transaksi yang mengandung manfaat, sepenennea hibah dan
shadagah, maka tindakannya adalah sah.

b. Dalam transaksi yang mengandung unsur perpindablmiilik, seperti
memberikan hibah, wasiat, dan wakaf, maka tindayatidak sah.

c. Dalam tindakan yang di dalamnya terdapat unsur asamfan perpindahan
hak sekaligus, seperti jual beli, dan sewa-menyaemnaka dianggap sah
jika terdapat izin dari walinya dan jika tidak drnkan oleh wali maka
tindakannya menjadi bat#.

Dalam hal akad, akad dalam pernikahan disamakamgademkad
dalam jual beli. Syekh Abu Yahya Zakariya al-Anshmenuliskan bahwa
disyaratkan dalarehigatnikah apa yang disyaratkan dalamghatjual beli.

lscwswgb,auwg@@%%

Artinya: dan syarat dalam akad nikah artinya yaisyatatkan dalam

shigatnikah, apa yang disyaratkan dalalmghatjual beli.

Imam Syafi'i mendefinisikasafihidiot yang dikutip oleh Syeikh Abu

Yahya dalam bab Al-Hijr sebagai berikut:

@l ol o Sby ool Camially AL il miladl g
Malie Jo Oglaal g OF adazo

“Mukhtar Yahya, & Fatchur Rahmamyp. cit him. 167.

3Syeikh Abu Yahya Zakariya al-Anshorkathu al-Wahab bi Syarhi Minhajju at-
Thullab, juz Il, Indonesia: Dar al-lhya, tt. him. 34.

“Ibid, Juz 1, him. 205.
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“Imam Syafi'i menafsirkan kata safih dengan pemisparang yang
lemah (baik anak-anak maupun dewasa) yang (dapdatipti, dan
orang Yyang tidak kuasa untuk fokus karena kemagimub
(kekurangan) akalnya.

Dimana dalam hukum jual beli disyaratkan bagi afedang yang
berakad) untuk mempunyai kemutlakan untuk mentaskem harta.
Sehingga tidak sah akad orang yang dilakukan alak-anak, orang gila atau
orang yang berada dalam larangan penggunaan lktigr) dengan adanya
kesafihan'’

Tentang masalah hukum perkawinan yang dilakukah pknderita

cacat mental terdapat beberapa perbedaan penDatean kitabAl-Mizan al-

Kubra, disebutkan:

For oo W oS s ) 1elgidl) daley B A1 g8
deiedly ol sl A ez i Gl U me )

1Al 5] Lo Cgign asd
Pendapat Imam Tsalatsah (Hanbali, Maliki, Syaftian Jumhur
Fugaha: sesungguhnya tidak sah pernikahan keculakukan oleh
orang yang mempunyai kebolehan pentasharufan haBDan
pendapat Abu Hanifah bahwa sesungguhnya pernikapamg
dilakukan anak kecil yang mumayyiz dan orang ideatalah sah
tetapi dengan adanya persetujuan wali

Dalam perbedaan di atas, Abil Mawahib cenderung ititependapat

Hanafi. Karena menganggap pendapat yang lain mesitah. Namun

Ybid, Juz 1, him. 158.
8Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshom\-Mizan Al-Kubra Bairut; Dar
al-Fikr, tt., him. 234.
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demikian, Imam Syafi'i menjelaskan lebih lanjut teemy masalah tersebut
dalam kitabnyaAl-Ummbahwa:

Imam Syafii berkata: dalam masalah orang dewasangya
mengalami kecacatan mental, maka bapaknya dipenkate untuk
menikahkannya. Karena tidak ada urusan bagi orargdbut atas
dirinya.!’.

“Dan tidak ada seorang pun yang selain walinya gaholeh
mengawinkan penderita cacat mental.... kemudiarangomikan
kepada hakim tentang keadaan mempelai pria dan nihaki
menanyakan kepada mempelai pria (tentang hajat kukiawin).
Jika dia menginginkan untuk kawin, maka keadaan peéan pria
disampaikan kepada mempelai wanita. Jika mempeaaites ridho
tentang keadaan mempelai pria maka kawinkalah. a dikihat
mempelai pria tidak berhajar untuk kawin, dengaramgh faktor
kelumpuhan dan sebagainya, maka hakim tidak boleh
mengawinkannya, begitu juga dengan bapaknya. Kecjikd
pernikahan tersebut bermaksud untuk melayani (nrelsgsuami),
maka pernikahan tersebut diperbolehK&n

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pikarnya
pernikahan yang dilakukan penderita cacat mentdhhdlilarang. Jika dilihat
dalam kadah taklifi, seorangafih (penderita idiot) tidaklah mempunyai
kepantasan untuk dipandang perkataan dan perbyataddamun jika terdapat
izin dari wali (baik wali nasab atau wali hakim)rpgahan tersebut dapat
dilangsungkan. Tentunya hal ini pun dengan pensatujdari mempelai
wanita dengan keadaan calon suaminya.

Penyandang cacat mental (tunagrahita) merupakamkeienomena
nyata penyimpangan mental yang kerap terjadi padsk-anak. Hal ini
menjadikan mereka mempunyai ketergantungan kepaaiagodain dalam

menjalani dan memenuhi kebutuhannya. Namun demikelmagaimana yang

YAl-lmam Asy-Syafi'i (terj, Ismail Yakub.)op. cit, him. 171.
' Ibid, him. 171-172
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telah dipaparkan, ternyata para penyandang categt teerupakan makhluk

seksual, yang mempunyai dorongan seksual, dan yangin

mengekspresikannya dalam bentuk perilaku seRSudal ini tentu menjadi
sangat layak dipermasalahkan khususnya dalam rhaspénghalalan
hubungan seksual sebagai bentuk ekspresi perikkaual.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 menyebutaam
pasal 5 bahwa:

Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesemysmtg sama

dalam segala aspek kehidupan dan penghidtfpSehingga sebagai

salah satu anggota warga negara tentu penderig iwantal ini pun
sudah seharusnya diperhatikan.

Praktek pernikahan yang dilakukan penyandang cavoantal
khususnya Ilulusan Pusat Rehabilitasi Yayasan PeabinAnak Cacat
(YPAC) Semarang memang sudah sering terjadi. Natebanyakan mereka
tidak mengetahui bagaimana sebenarnya hukum paamnkgersebut dalam
Islam. Menurut penelitian yang dilakukan penulidagiatkan beberapa
kesimpulan tentang pernikahan penderita cacat indnfausat Rehabilitasi
Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Semarang, seliagai berikut:

1. Para penderita cacat mental yang melakukan praddekikahan di Pusat
Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAGh&ang adalah
lulusan yayasan tersebut yang telah menjalani prad®bilitasi. Dengan
demikian setidaknya kemampuan dasar untuk menjakatidupan

normal sudah mereka penuhi.

Wimpie Pangkahila, dkk., Kecacatan dan DisfungsisSel, http://www?2.kompas.com/
kesehatan/news/0601/03/131644.h&43/2009: 09.30
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyan@aoat, Pasal 5.
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Oleh karena itu, meskipun dalam prakteknya, seoraampelai
pria yang menderita cacat mental tidak mendapatdgiri wali tentunya
sudah dapat dikatakan sah. Karena mereka sudah déadegorikan
manusia dewasa normal.

. Para pelaku pernikahan tersebut didasari oleh kasiyang, saling
memiliki dan berorientasi pada kehidupan keluarga.

Hal ini sejalan dengan Undang Undang No. 1 Tahui@419
dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahitirb@antara seorang
wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dehgaan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalabarkan ketuhanan
Yang Maha Esa** Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam “Perkawinan
mitsagan ghalidzamenurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad
yang kuat ataumitsagan ghalidzaruntuk menaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibad#h.”

. Dalam pelaksanaannya, akad yang diucapkan mempeiai dalam
pernikahan tersebut dihadiri oleh kedua mempela, @rang saksi, orang
tua (wali) dari kedua belah pihak, dan petugas gah@ernikahan.

Secara umum akad yang dilakukan telah memenuhi nruku
pernikahan. Dan jika pelaku akad (suami) tidak delean dengan orang
dewasa normal seperti pada poin 1, tentunya merekdaelah memenuhi
syarat persetujuan wali, sebagaimana yang dihanyskaa kaidah taklifi.

Dalam kaidah taklifi dikatakan bahwa, dalam tindakang di

“IRedaksi Sinar Grafikap. cit., him. 1-2.
“Abdul Ghani Abdullahpp. cit, him. 78
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dalamnya terdapat unsur manfaat dan perpindaharsdiatigus, seperti
jual beli, dan sewa-menyewa, maka dianggap sahtgidapat izin dari
walinya dan jika tidak diizinkan oleh wali maka dakannya menjadi
batal*®

Begitu pula dengan pendapat para ulama figh yangghauskan
adanya izin dan persetujuan dari wali ketika sepraafih akan
melaksanakan pernikah&h.
. Mengenai pemberian nafkah dan pemeliharaan anaknulipe
menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yagugifigan dalam
kedua masalah tersebut.

Hal ini didasari atas kenyataan bahwa keempat wianiaer cacat
mental mempunyai pekerjaan tetap yang dipandanghsadkup untuk
memberikan nafkah. Begitu juga halnya dengan pearberafkah batin.
Hal ini tercermin dengan adanya beberapa pelaknikadran tersebut
yang telah mendapatkan keturunan. Sehingga tidakiafdapat
pelanggaran terhadap pasal 77 ayat 3 Kompilasi ruklam:

Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dameiéara

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasm@rani

maupun kecerdasannya dan pendidikan aganfanya.

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan sebagai reaslisis yang

penulis lakukan bahwa pernikahan yang dilakukah pknderita cacat mental

di Pusat Rehabilitasi Yayasan Pembinaan Anak C&(BAC) Semarang

adalah sah dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Mukhtar Yahya, & Fatchur Rahmaop. cit him. 167.
2Abil Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad Al Anshodp. cit.,him. 234.
“Abdul Ghani Abdullahpp. cit, him. 100



